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LEMBARAN DAKRAM _ .

' KABUPATEN DAERAM TINGKAT II H.\GELM
Jomor ¢+ 4 Tahun 1981 Serd De,Nomor s 3 ;
T T e e e e e e e e

JERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN TINGEAD IT

p MAGELANG
< NOMOR 1 11 TAITH 1980
TETANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAKRAH AIR MDWHM XiUPATET .
DAFRAY TINGKAP T7 MAGHLANG "
> DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAFA ESi ok

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IX MAGILLIS
-

- -

1
i ]

Monimbang ¢ a.Bahwa Kepengusohaan Air Mipom sebzgzl sal-n

'_.l

-

satu unit Perusnhaan Dacre: }'_ua aengolsl
air minum diwilayzh Ks.hujmteu Dacrah =“ase?
kat II Magelang sudah Hidaic sesuai doigine
perkembangon dowasa ini

baBacys wmtvbradesiaticon persiclesy _,._.-.HL"
secara berhasil suna dan berdw*. h,u.__.,_ e -
pengusahesn Alr Minum seperti tovsol ‘: ii-
a8 perlu ditingkatkan moujadi Derusilam
worah Air Minwne

Menginget s 1. Undang undang Nomox : b Tahm 1974 ,

e

B
T Th

2. Undeng undang Nomox 3 13 Tabun 1330 JO.
Yoraturan Pemerintah Nowor 32 Tahun 1950;

- 3+ Undang undang Nomor ¢ 5 Talmn 1962 jo.
: Undang undang Nomor t+ & Tahun 1969 ;

4. Surat Bdaran Mentori Dalam Nogeri tanggal
-THB”HQM: Ixbang 8/3/11 dan tanggal
11=7=1974 Nomor Fkbang 8/2/43 3

.f'.

5
", .
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5. Keputusan bersama Menteri Pekerjasn Umum, Menteri
Dalam Negeri den Mentori Keuwangan, Nomor : 281/
KPTs/1976,

Nomor 160 Tahun 1978,
Nomor 350/KMK.011/19784&

6. Instruksi Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa-
Tengah tanggal 30-11-1975 Nomox Hulcum 1?6/?5 3

7. Peraturan Daerah MNomor t 5 Tahun 1976.

pengan Porsctujuan Dewan Foxwakilen Rakyat Daerah Kabupatien
Daerah Tingkat II Mogelang

MEMUTUSKAN 1

fenetapken : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGK.T II
M,GELANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
ATR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELINC.

Bab I
KETENTUAN UMUM
Paszl 1.
jalam Peraturan Daergh ind _:,rang dimaksud depngan. : .
«» Pemerinizh Da.a,rah iplah Pomorintah Daerah Kabupaten
Dzerah Tingkat II Magelang ;
. Bupzti Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat
ITI Magclang ;
. D.P.B.D. ialzh Dewen Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang ;

, Perusahaan Dacrah Alr Minum islah Peruschaan Daerch
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang
selanjutnya discbut Perusahaan ;

. Kepenguschaan Air Minum ialeh Kepengusahaan Air Minum
Kabupaten Dzersh Tingkat II Mageleng ;
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f. Direksi Ferusshoan Daerah Air Minun falah Direksi
Perusahaon Daerah Alr Minun Kabupaten Daerash Ting

kat II Magelang ;

g+ Badan Pengawas ialah Badan Pengrwas Peruszhaan -
Daerah Air Minum Kabupsten Doerah Tingkat 11 Ma-

gelang. .
BAB 1II
KEDUDUKAN HUKUM
Fasal 2

(1). Dengen Peraturen Daerah ini didirikan suatu Fer
uszhaan Daerah Air Minum Kabupaten Dacrah Ting-
kat II Megelang.

(2). Kepengusahean Aar Minun Kebupaten Daerah Tingkst
II Magelang ditingkatkon statuenya menjzdi Per-
usahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerzh Ting-
kat II Magelang, seperti dimaksud dalan ayat (1)
PE.EB]- ini.

(3). Sezala hal, kewajiben perlengkapan, kekayaen dan

-hutang piutsng atau pinjeman Kepengusahson Air-
Minum beralih kepzdo Persusahasn Daerah Air Mi-
nun Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Tasal 5 .

Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum ini berlakm segs
la perundeng undangan yang nongatur nasalah Ferusaha-
en Daerch Air Minun.

BA4ABIII
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DiN LAPANGAN
USAILA

Pesal 4

(1)+ Porusahaan Daorsh ini diberi nama "FERUSAHAAN DA~
ER/H AIR MINUM " Kabupaten Daerch Tingkat II Mage

lang.

Dipindai dengan CamScanner
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(2)« Perusahaan Daerah ini berkodudukan don berkantor
di pusat Pemerintghon Kabupaton Daerah Tingkat II
Magelensg.

Pasal 5
Tujuan Ferusahaan Daerah ini ialah ;
a. Menunjang Penbangunan Daerah j
b. Ikut serta dalan peubangunan ekonord Nasionzl ;
¢. Meningkatkon kesejahteraan masyarskat j

Posel 6

Lapangon usahs Perusahaan ini mengusahskan penyedican

bersih den memenuhi sysratesyarct kese
ﬁgagl %y&uafat diwilayah Eabupaten Daerzh Ting

kat II }_!agelnng.
BAB IV
MODAL PERUSAHAMAN
Pagal T

(1) Modal Perussheen ini terdiri deri :

a. modal permulsan berupa kekeoyaon kekayaan yang -
berasal dori kepenguschasn )ir Minum sebagaimene
tersebut delom pasal 2 ayst (2) Feraturan Daerah
ini ;

b, modal dasar berupa kekayarn Daerah yang dipisahkan.

(2) Besarnye modal Poruszhasn ini dopat ditanbah lagi -
d~ri penyisihan sebegian Angzoron Keusngan Daerah,
penyerta modal Pemerintah dan bantuan pinjaman.

3) Harta kakaarmn yeng bersifet likuid disimpan dalem
( Bank Pembangunan Deerah dan stou Bank Pemerintah -

yang lain,
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BAD YV
PENGUIUS PERUSAHAAN
Pasal O

(1)« Perusahaan ini dipimpin oleh suatu Direksi yans -
terdiri dari

a. seorang Direktur Utanma ;

b. dibantu oleh sebanysk banyaknya 4 (empat) orang
Dircktur.

(2) Dircktur utana bertugas menimpin Perusshaan dan Di-
rektur Direktur bertugas membantu Direktur Utama.

(3) Anggota Direksi adalah Warge Negara Indonesia yang

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Dae=
rah atas usul/seran Badan Pengawass

(4) Direksi bertonggung jawab kepzda Badan Pengawas.

(5) Pengangkatan dimcksud ayat (3) pasal ini berlaim £
(empat) tahun don dapat diangket kembali.

Posal 9

(1). Anggotz Direksi berhenti karena :

a2+ meninggal dunia ;
b. permintaan sondiri ;
¢« berskhirnya nasa jabaten

d. merugikan Perusahaan atau melakukan perbuatan
perbuaten/tindakan tindakan yang bdertentanzan
denzan ketentuan hukun yang berlaku.

Sebelun dikenakan tindaken pemberhentian seperti
dimekeud pada ayat (1) huruf d, pasal ini, anggota
Direkei yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
pembela diri di forum Badan Pongawas dalam waktu

Dipindai dengan CamScanner
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selama lamanya 30 (tiga puluh) hari setelah masalah
nya diberitahukan kepadanya.

{3).Apabila Badan Pongawas menganggep perbuatan anggota

Direksi tersebut mengandung unsur petbuatan pidana,
maka

a. Porkaranya diserahkan ke Pengadilan

b. Selama proses peradilan berlangsung, anggota Di=-
reksi yang bersangkutan dikenakan tindazkan se =
korsing.

(4)eApabila anggota Direksi tersebut terbukti melakukan

perbuatan pidana, diberhentikan tidak dengan horoat,

Pasal 10

(1)« Sesama anggote Direksi tidak bolah mempunyai hubu-

——

L e

ngen derah keturunzn keatas/kebawah/kesamping sam-
pai derajad ketiga dan atan hubungan semenda, ke -
cuali jika untuk kepentingan Perusahaan diijinian
oleh Bupati Kepala Daersh.

Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiztan -
langsung atau tidak langsung yeng berhubungan de-
nzan Persuashaan, yeng bertujuan mencari keuntung
an pribadi.

Angmota Direksi dilarang melakukan jabatan rangkap,
kecuali seijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Direksi mewakill Ferusahpan diluar dan didalem Fe-
nzadilan.
Direksi depat mengusahakan hak tersebut pada ayat

(1) pasal ini kepada seseorang/boberapa orang pe-
gawal Perusahasn, baik sendiri maupun bersama-soma

atan kepada orang lain/Badan lain.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 12

(1). Direksi melakukan tugas pengurusan dan pembinaan
Perusahaan menurut kebijeksanaan yang telah di -
tetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebik
joksanaan Umum Pemerintah Daerah; :

(2). Tata tertidb dan cara menjelankan Peruschaan di -
atur dalam Peraturan yans ditetapkan oleh Direksi
dengan persetujuan DBadan Pengawas.

Pasal 1 }-

Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerszh un-
tuk hal hal tersebut dibawah ini :

a. Meninjam uang atas nama Perusahesan dan mengadakan -
perjanjian hutenz piutang ;

b. Memperoleh, memindal: tangankan dan membebani bends
benda tetap (benda benda tidak bergerak )

BAB VI

BADAN PENCAWAS
Pasal 14

(1). Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Bupsti -
Kepala Daerah dan anggota anggotanya terdiri dari -
unsur unsur Pemerinteh Daerah, Pekerjaan Umum, Xe -
uangan/Bank Femerintah dan Kesehatan, dan unsur laixn
yang dipandang perlu, sebanyak banyaknya 7 (tujuh)

orang.

2), Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan
(2) aacgga %ggaruh aaﬂuugpﬁangnn kobijaksanaan uwoun -

Penerintah Daexrah,

(3). Badan Pengawas melakukan pengewasan terhadap Direk
" 81 dalam molaksanakan tugasnyas.

(4). Direksi wajib momberikan segela keterangan yang di
perlukan oleh Badan Pensawas.

Dipindai dengan CamScanner
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(5). Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas di-

berikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati -
Kepala Daerzh.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUCI PEGAWAI

(1)

(2).

(3).

(4).

Pasal 15

Semua pegawal Perusahaon termasuk anggota Direksi
dalam kedudukannys yang tidak dibebani tugas nme -
nyimpan uwang, surat surat berherga dan barang ba-
rang persediaan, yan3 karena tindakam.melawan hu-
kum atau karena melalaikan kewajiban dazn tugzs -
yang dibebankan kepade mereka, dengan langsung -
atau tidak langsung telah menimbulkan kerugis=n
bagi Ferusahaan, diwajibken mengganti kerugi-n -
tersebut.

]

Ketentuan ketentuan tenteng tuntusian ganti ru5... -
‘terhadap pegawai Daerah berlaku sepemahnya terbalsp
Pegawai Perusahaan.

Sermuz pegawai Perusahaan yzng dibebani tugas pe -
nyimpanan atau penyerahan uang, surat surat ber -
harza milik Perusahaan dan barang barang milik -
Perusehaan yang disimpan dalan gudang atau tompat
penyimpanan khusus yang scmata mata digunakan une
tuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggung
jawaban pelaksanaon tugasnya kepada Badan yang di
tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Fegawai dimaksud dalan ayat (3) pasal ini tidak -
perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai -

cara mengurusnya kepada Badan yang dimaksud pada

ayat (3) tersebut, tetapi tuntutan terhadap pega-
wali torsebut dilakukan menurut ketentuan yang di
totapkan bagi Bendaharawan Daorah.

Dipindai dengan CamScanner
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Serua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun
juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku -
dan administrasi perusahasn, disimpan ditempat -
perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daerah, kecuali untuk kepentingan-
pemeriksaan, surat surat tersebut untuk sementa~
ra dapat dipindahkan pada Badan yang dimaksud pa
da ayat (3) pasal ini.

(6)« Untuk kepentingan pemerikssan bertalian dengan -

penetapan pajok dan pemerikeaan akuntan pade umun

' nya, surat bukti dan surat lein dimaksud pada -

(7)t

ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipin-
dahkan ke kantor /kuntan Negara.

Bupati Kepala Deerah dengan persetujuan dengan -
DPRD dapat menetapkan Keputusan yang menyiopeng
nengenal tata cara tuntuten ganti rugi yang ber-
laku bagi Pegawai Daerah den pegawai termaksud -

pada ayat (3) pasal ini.

BAB VIII
TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalsah tahun takwin.

(1).

(2).

8 s e

D 4AD IX
AGGARA PERUSAHAANW
Fagal 17

Solambat lemtainra 3 (tiga) bulan sebelum $shan

buku mulai berlaku, Diveksi mergirimkan roncana

Angzgaran Puoiusihasn Kepadae Badan Pengowes untuk

dimintakan persetujuan,

Selama Rencana Anggaren Perusahaan yang baru be-
lum disyashkan oleh Badan Pengawas, maka Ferusa =
haan menggunaken Anggaran tahun yang lalu,
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(3). Apabila terjadi Perubahan Anggaran dalam tahun
buku yang bersangkuten, harus mendapat persetu-
Jjuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB X

LAFORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN
PERUSAHAAN

Pasal 10

Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha
berkala dan kegiaten Perusahaan kopsds Badan Pengowas
sekali tiap 3 ?tiga) bulan dan Jiks perlu untuk janska

waktu tertentu.
‘ FPasal 191

(1), Direksi mengirimkan perhitungan tahunan labz rugi
kepada Badan Pengawas selambat lembatnya 3 (%izz)
bulan sesudah tahun bulu.

‘2). Penilaian masing masing pos dalam perhitungzn To-
hunan harus disebutkan.

‘3). Jika dalem wektu 1 (satu) bulan seielsh wakia tex
sebut pada ayat (1) pasal ini olzh Badan I-'f'“c-:.a“_s
tidek diajukan keberatan tertulis, maks pexhiiung
2n taltinan itu dianggap telen disyahkan.

4)» Apsbila perhitungen tohunan telch disyahkan olsh
Prdan ¥_ooagawan, mecubori kcebobason Kopads Diressi
tnfik melacecndien gegala sosuatu yong termoct -
Calan perhatuagen tehunan torscbuis

LA B XI

FENHIARPAN DAN PLIGGUNAAN LABA STRTA TREIRIAN
JLE. FPRODUKST.

Tamal 20

1)e Cedonzan diem dan aten rohesia tidek boloh di -
adeken,
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(2). Penggunaﬁn laba bYorsih, setelah dikurangi dengan
penyusutan, ocadangan tujuan dan penguransan lain
ym.-f k:u.du.r dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai-
berikut i

a. Untuk dana Pembangunan Daerah seeesee 30%;
b. Untuk Anggaran Delanja Daerah seseees 290
cs Untuk cadangan Wil seesesesssvssoess 1505
d. Sosial dan Pendidikan sesesesessveses 10%;

e. Jaona pmdukni R R 105;
f. Sumbanzan dana pensiun dan sokongan.. 10%;

(3). Penggunaan laba untuk cadangan uwmm bila telah ter
ca.pai tujuan, dapat dipergunakan untuk keperluan-

lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah afas -
persetujuan D.P.R.D.

(4). Pengurusan dan pengsgunaan dana penyusutan dan ca-
danzan tujuan dimsksud pada ayat (2) pasal iri,
dit«ntukan oleh Badan Pengawas.

BAB XII
KEPEGAWAIN
Pasal 21

(1). Kedudukan hukum Pegawai, gaji, pensiun bagi Direk
si dan Pegawal/Pekerja-tPerusahaan, diatur bexda-
sarkan ketentuan pokok Kepegawalan dan Peraturan

gaji Pegawal Daerah yang berlaku.

(2), Tunjangan lain bagi Direksi dan Pegawai/Pekerja
Perusghaan diatur oleh Direksi dengan persetujuan
Badan Pengawas.

(3)s Direkei mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pe=
kerja Perusahaan menurut Peraturan Pokok Kepega -
waian yang lerlaku.
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BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 22
(1)« Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Ba-
dan Pen_awas yang menurut peraturan perundangan -
yang berlaku, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk
Inspektur Badan Finansiil/Materiil untuk melakukan
pengawasan atas pengurasan dan pembinaan Perussha~

an serta pertanggungan jawab dan hasilnya disampai_
paikan kepada Pemerintah Daerah.

(2). Akunten Negara berwenang melakuken penyzwasen atas
pengurasan serta pertanggungan jawab Peraczhszn.-
BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 23

(1). Pembubaran Perusahasn dan penunjukan Panitia Likwi-
dasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2). Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi
dibagi menurut nilai nominal pinjaman.

(3). Likwidatur dalam menjslankan tugas pekerjaannya ber
tangsung jawab kepada Pemerintah Daerah.

(4). Dalam Likwidasi, Pemerintah Daerah bertangsung ja-
wab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga,
apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan
perhitungan rugi laba yang telah disyahkan tidak -
mengcembarkan keadaan Perusahaan yans sobenarnya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

T
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Pasal 24

Semua perangkat kepengusahaan Air Minum yang sudah
ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dialih
kan menjadi perangkat Perusahaan Daerah Air Minum-
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sepanjang ti-
dak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah-

ini.
BAB XVI
PENUTTUP

Pasal 25

(1). Dengan!berlakunya-Pétaturan: Daarahrini;- nakacpasal
didalam PerafwranlDagrah-Nondr- 5. Fabun 1576-yzig
mengaturctedtong:Képe - msahaineAir Minum: tidele--
bérinkir Apgie such, - o ezt s B
ekl vk B 2

(2). Hal hal yang belun diatur dzlam Peraturan Dzersh

' ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah setelzh mendengar pencopat Dewan Perwa -
kilan Rakyat Daerah, sepanjeng mengenai pslaksa

naannyae
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(3)« Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Magolang, 1 Desember 1950,

DEWAR PERWAKXILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DARRAH TINGKAT II BUPATI KEAPALA DAERAH
MAGELANG s TINCKAT II MAGELANG,

ttd.

$td.
.ngﬂﬁ%E? ( SOEFARDI ).
(? e 3 G 3 HIP.MM’SJ-;

DISAEKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur S Lembazsn
Kepala Daereh Tingkat 1 Jewa giaem Kﬁpﬂm -
Tensah tangzal 2 Maret 1981, Tingkat II Magelang, Nomor
ED.lBﬁ-}/B?/l?B'lt 4, tenggal T April 1561,
Sekretaris Wilayah Daerah Seri D, No. : 3.

B/.Kepala Biro Sekretaris Wilayah/Daersh,
- Hukuml

ttd.

ttd.
( Naway 1, ) ( R vgogn%l\nuo.m.)
NI : 2 0, NI, 3 1e
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